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Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
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Nomor : 492 [el [Wk.ol.ol [2022

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Salinan Kepdirjen Diktiristek tentang Petunjuk Teknis Rekognisi
Pembelajaran  Lampau  pada -Perguruan Tinggi  yang

Menyelenggarakan Pendidikan Akademik

Yth . Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang
Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang
Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, kami sampaikan salinan keputusan

tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGG],

RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/E/KPT/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)

dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Rekognisi Pembelajaran Lampau, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi
Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang

Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156};

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN
TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
AKADEMIK.

Menetapkan Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran
Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan
Pendidikan Akademik yang selanjutnya disebut Petunjuk
Teknis RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Direktur Jenderal ini.

Petunjuk Teknis RPL sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU menjadi acuan dalam melaksanakan
rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan akademik.



KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman
Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran
Lampau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang

mengenai pendidikan akademik.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

pigi i 3
NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

b




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

NOMOR 162/E/KPT/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI YANG
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMIK

PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA
PERGURUAN TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN AKADEMIK

. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik

dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, yaitu penyelenggaraan

pendidikan yang memiliki fleksibilitas dalam:

1. cara penyampaian;

2. pilihan program dan waktu penyelesaiannya; dan

3. lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit
system).

Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar lebih

terbuka untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah,
seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya
untuk menghadapi berbagai tantangan. Berbagai cara dan bentuk
pembelajaran dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensinya.
Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus
pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian
capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan

nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan



pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan
diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil
pembelajaran yang diperoleh seseorang selama hidup mereka di
lingkungan nonformal, informal, dan pengalaman kerja perlu
ditunjukkan, dinilai, dan diakui kesetaraannya melalui rekognisi

pembelajaran lampau.

Peningkatan Kketerjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh
pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengakuan
hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja
untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi
tertentu sebagai Dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021

tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL,

diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil
dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti
segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;

2. kesetaraan pengakuan (equivalence), yaitu mendukung penilaian
yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal,
informal, dan/atau pengalaman kerja;

3. transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat
diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar
dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon,
perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna
lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan
secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik; dan

4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses
pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan
memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan
nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan,

terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses



penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka

untuk publik.

Penyelenggaraan RPL pada jenjang pendidikan tinggi meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi;
dan

2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi

calon dosen.

Dalam melaksanakan RPL, pemimpin perguruan tinggi dapat
membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi
pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi
sebagai pengelola RPL.

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis ini meliputi pelaksanaan
rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan akademik.

. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA PERGURUAN TINGGI

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut
sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran
secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;

2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau

3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau

bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar
yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya
yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah

menghasilkan lulusan.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar
yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau
pengalaman Kkerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau

bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan



peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam
bentuk perolehan satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan oleh

pemimpin perguruan tinggi.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan RPL Tipe A, pemimpin perguruan

tinggi menetapkan:

1. pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit
mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen,
skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan,
dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; dan

2. peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa
RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang

dapat diakui dan lama studi.

Perguruan tinggi yang akan melaksanakan RPL Tipe A melaporkan
kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen
persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal

pada perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang
sederajat; dan

2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman
kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi

yang akan ditempubh.

RPL Tipe A dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran
Pada tahap ini pemohon/calon mendaftarkan dan melakukan
konsultasi dengan pengelola RPL pada perguruan tinggi yang dituju.
Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan
program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang
sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan

formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau



berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari
pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara
rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas
aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon
dan tatacara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, calon
dapat diberikan penjelasan melalui formulir sebagaimana
dicontohkan pada Form 1/FO1.

Selanjutnya, pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau
transkrip nilai. Bukti portofolio harus sahih (valid), autentik
(authentic), terkini (current), dan memadai (sufficient). Pada tahapan
ini, calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada
Form 2/F02 dan menyampaikan bukti portofolio.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian
pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan
bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan
tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, berupa
ijjazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah

ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian

pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman Kkerja antara

lain berupa:

a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;

b. sertifikat kompetensi;

c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;

d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan
(foto/video/produk/hasil tes, dll);

e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat
kerja;

f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;

g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika
bekerja di perusahaan;

h. logbook (buku catatan pekerjaan);

i. sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan
lamanya pelatihan;

j- keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;



k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari
pemberi kerja/ supervisor;

1. penghargaan dari industri;

m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau

n. dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar

mudah ditelusuri oleh asesor.

Penilaian

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor
RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang
diajukan pemohon. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki
kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian
pembelajaran. Selain dosen tetap, perguruan tinggi juga dapat
menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki
kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan
capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat
penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu
atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan
dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan
berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti
pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi
tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki
otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta
untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim
mereka, misal, meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan
atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil
belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan
nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya

penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil
belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi
sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau
pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau

bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:






